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/ BUPATI LEBONG
/ PROVINSI BENGKULU

¥
; PERATURAN BUPATI LEBONG
/ NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan harga
satuan pokok kegiatan sebagai alat untuk melakukan
penilaian  kewajaran  atas beban kerjn dan biayva yang
digunakan untuk melaksanakan sualu kegiatan vang
direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lebong

Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 2828),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  temiang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nemor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan  Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten i
tan
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lemhamr% ﬁ::sg:rr:
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12,

Unqang_-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmt?angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunva Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provins: Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Ewvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah'
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4737); hegama

Peraturan Pemernintah Nomor 8 Tahun 2008

tentan
Tahapaq. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Daﬁ
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembara '
Nomor 4817); n Negara Republik Indonesia




' 13. P .
Aoty aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
a UHIEDIE Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
/ 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 5% Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkal D h di lingk 1
o Eg_::gr gkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
3. Harga Pokok Satuan Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSP
. ' K
tsz't_i'-'m-:!ar }Ir{ang cilgunakan untuk menganalisis kewajaran beban kgtj:d:[l:E
iava maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanak ' i
lingkungan Pemerintah Daecrah, an oleh setiap OPD di
. Penyetaraan kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai

ciri dan jenis sama atau hampir sam
. a dalam rangka
belanja. BXa penyusunan rencana



5. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa

i:lTeber daya manusia, ptft‘ﬁlatﬂl'l dan teknologi, dana atau kombinasi dari

rapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf)
uptuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

6. Tim An!g,garan Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daﬂah vang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Bu_pat\ dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdin dari
pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat
lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IT
HARGA POKOK SATUAN KEGIATAN

Pasal 2

Pemerintah daerah menyusun HSPK dalam rangka melakukan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana
kegiatan dan anggaran QPD.

Pa=al 3

HSPK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

HSPK sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan
yang berlaku untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap OPD dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan anggaran wajib
berdasarkan pada HSPK.

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tersebut dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) HSPK diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran ke dalam
kelompok belanja.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
perubahan yang tidak mengubah substansi HSPK, formulasi HSPK yang
dipergunakan mendasarkan pada HSPK sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Apabila terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam HSPK sebagai
| agaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), TAPD melakukan PEﬂEkajiangaunmk

penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi HSPK vang t .
Peraturan Bupati ini. yang telah diatur dalam



F BAB III
PENUTUP

-

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

g&ﬂf ‘;E}m;p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 September 2020

?L BUPATI LEBONG,

"
—

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 1 September 2020

SE ARIS DAERAH
LEBONG,

o

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 43
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2 ReaLtR :1||_-11:.||,
\ R

[ 5 i
- o o ——— p———— ] .
t
TN P Fio g |
el " L% o 1
Thilake ! AL IETN

L, v

- -

-




Lln. _ .u.
[P - 8
o e
T A = ...__.-l.r
.-...H-.. ) e & ._m.
f‘._ _-.. .._ TR W ....._...__. i __._.__
e b AP G Ry 4
ONOEF NALY ST hillibaadd
e ————

HVASNOrsON ‘H

paika
Al

NOSaT ILvdna'lye

V.Z.ﬂm#h.mnu: ‘H
1

HVYAVA SN LIUAES

[ OF IS¥EL | MdsH 1EnN |
SZ9LI'9E yejwn|
00H0E] DOORY OE 3] SUEI0 000010 (LRI  ETR T
0020961 00'0HY 0EL leg) Hurdo 000510 s duexni] — I roaoracats
=fpuind Rogerh Hpin g ~ AE0TOF0Z0EZ
SZT'INIT 0005 LBLT el Hutio 005100 = Muesin L epeday e
00'STH Onoansal R SUEIG 005000 10puepy TIOT0VO 7057
T VAN Tl
SI'SLTLE yujwn] : .
ARVAR A OU0L 0L Hua|tY OUSKED ST PERYIE)] JE0SOY0 101002
DO1OLE] 00'0LI EY e LB [0ads v JauulL | JF0'1090'T0'I00Z
CIVIMALYW/NVHYE 71
e /3NN OVOH 1WD NVDNIA NVIVoanN3d 69 E0BOVL
\ (9 (%) NVILYS | NIISI3ON NYVRIINId SINSI HOMON
S L wodvH HY NNl NVNLVS VOUVH

\
Jr.t




